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Tinjauan Yuridis terhadap  Putusan Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis untuk 
Dimusnahkan’ 
 
         Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah 
tertutup kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk timbulnya 
Kerugian materiil yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan dalam 
kejahatan dan dijadikan barang bukti yang tidak dikembalikan kepada Terdakwa 
untuk dimusnahkan. 
         Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji pengaturan barang bukti yang 
bernilai ekonomis dalam hukum positif Indonesia, (2) untuk menganalisis 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan barang bukti yang bernilai 
ekonomis untuk dimusnahkan.  
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat 
normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang 
dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan 
perundangan. 
        Hasil penelitian, (1) pengaturan hukum positif Indonesia tentang perampasan 
barang bukti yang bernilai ekonomis untuk dimusnahkan sudah diatur dalam pasal 
194 ayat (1) KUHAP, dan merupakan salah satu dari hukuman tambahan dan diatur  
dalam pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut juga dijabarkan dalam pasal 39 
KUHP yang menyatakan   bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 
telah disita. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus dimusnahkannya barang bukti 
perkara pencurian dengan pemberatan mengambil tindakan terhadap nasib barang 
bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa telah sesuai dengan Pasal 194 























The Overview of Yuridis on Evidence of Economic Value for Destroyed Goods 
 
        A judge's judgment regarding evidence in a criminal case is not closed likely to 
cause problems later on. Including the occurrence of material losses that are the 
convicted goods that are used in crime and made evidence that is not returned to the 
defendant to be destroyed.  
         This research aims (1) to study the regulatory evidence of economic value in 
Indonesia's positive law, (2) to analyze the judgment of judges in the decision to 
impose evidence of an economical value to be destroyed.   
         This type of research is a library research of data or materials needed to 
complete the research derived from the literature of both journal books, literature, 
books, research reports, etc. data collection is obtained from secondary legal 
material, a normative approach (legal research). A normative juridical approach is an 
approach that is done to seek the truth by looking at the principles in the legislation. 
         The results of the research, (1) Indonesia's positive legal arrangement on the 
deprivation of evidence of an economical value to be destroyed is governed by article 
194 paragraph (1) of the criminal CODE, and is one of the additional penalties and 
stipulated in article 10 letter B Figure 2e of the Penal Code. It is also spelled out in 
article 39 of the criminal CODE stating that the seization can be done against the 
guilty person handed over to the government, but only for the goods that have been 
seized. (2) Judgment of judges in the dismissal of goods evidence of theft with the 
announcement of the act of the fate of the evidence of goods in the form of 1 (one) 
unit of the defendant's motorcycle has been in accordance with article 194 paragraph 
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A. Latar Belakang Masalah 
Putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam kasus tindak pidana pencurian dan 
pemberatan atas nama terdakwa I Kastori Bin Warso dan terdakwa II Wahyu 
Wardiyanto, bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Putusan ini tidak 
seperti biasanya karena putusan mengenai status barang bukti yang berupa sepeda 
motor yang pada umumnya dirampas untuk negara bukan untuk dimusnahkan 
karena sepeda motor itu mempunyai nilai ekonomis dapat dilelang dan hasil 
lelang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan negara.    
Barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang 
bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak 
milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi 
manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan ‘Penyitaan’, yaitu serangkaian 
tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan. Upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh 
penyidik. Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan ijin dari 
pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri.1 Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan 
                                                          






diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti 
dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. 
Putusan pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Perampasan terhadap barang 
barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan 
ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 
39 KUHP. Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk 
negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan,penyelundupan 
dan lain-lain Barang-barang yang dirampas tersebut memiliki nilai ekonomis dan 
dapat dijual/dilelang kemudian hasil lelang menjadi milik Negara. Ada pula 
barang rampasan negara yang tidak dapat dijual/lelang yaitu barang yang bersifat 
terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki 
oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan 
Penjelasannya dirusak untuk dimusnahkan.  
Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 
diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya 
tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang 
barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau 
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.2  Penetapan eksekusi barang bukti 
                                                          
2 Pradita danindra, Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti alat Angkut Tindak pidana 





merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaan yang 
dilakukan oleh majelis hakim perlu mendalami terkait hubungan barang bukti 
dengan perbuatan dan status hak atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan 
ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan status barang bukti tersebut.3    
 Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut telah 
ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang 
bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu (1) adanya sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah; (2) adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat 
bukti yang sah tersebut.  
Selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat-
alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak 
disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata 
lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Sehubungan dengan ini, dalam KUHAP 
juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok-pokok apa yang harus dimuat dalam 
suatu putusan yang berisi pemindanaan. Barang-barang bukti seperti 
narkotika/psikotropika yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan 
senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan 
bukti penting tentang kesalahan terdakwa. 
                                                          
3 Muhammad Suhanda,” Upaya Pemilik Dalam Memperoleh Mobil Sebagai Barang Bukti 
Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”,Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 





Peranan Barang Bukti  dalam  Proses Perkara Pidana. Pentingnya Barang 
Bukti  Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam 
pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti  kadang-kadang sangat dibutuhkan 
dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk 
memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk 
membawa pelakunya kehadapan penyidik. Barang bukti  adalah suatu benda yang 
digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil 
kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara 
benda atau barang bukti  dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga 
kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan 
tersebut. Sehubungan dengan benda atau barang bukti  sebagai barang yang 
dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
persidangan, maka benda atau barang bukti  mempunyai dua fungsi yaitu: (1) 
untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan (2) untuk 
membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. 
 Benda atau barang  bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat 
bukti  sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi 
pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti 
sebagai suatu petunjuk untuk  mengungkap suatu perkara pidana. Posisi kasusnya 
penulis paparkan secara singkat. Peristiwa meninggalnya seorang nenek dalam 
insiden kebakaran akibat kelalaian seseorang yang ingin memberikan pertolongan 
menyebabkan seseorang tersebut dituduh sebagai tersangka dalam kasus 





untuk menolong si nenek  namun nasib malah menimpa dirinya dan nenek 
meninggal dunia membuat seseorang tadi harus berurusan dengan kepolisian.  
Masyarakat pada umumnya tidak memahami bahwa putusan pengadilan 
terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun 
putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama 
proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti 
dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah 
dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Termasuk timbulnya Kerugian materiil 
yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan dalam kejahatan dan 
dijadikan barang bukti yang tidak dikembalikan kepada Terdakwa bahkan 
dirampas untuk dimusnahkan seperti pada putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 
78/Pid.B/2019/PN Tgl. 
 
B. Rumusan Masalah: 
Permasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan putusan barang bukti yang bernilai ekonomis diatur 
dalam hukum positif Indonesia? 
2. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan barang bukti 
yang bernilai ekonomis untuk dimusnahkan? 
 
C. Tujuan Penelitian 






1. Untuk mengkaji pengaturan perampasan barang bukti yang bernilai ekonomis 
dalam hukum positif Indonesia. 
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
perampasan barang bukti yang bernilai ekonomis untuk dimusnahkan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Hukum Pidana sehingga dapat memberikan bahan, 
masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 
masyarakat pada umumnya tentang isi putusan pidana mengenai status barang 
bukti. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Setelah peneliti  mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada tiga skripsi 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti  lakukan sebagai 
berikut: 
1. Pradita Danindra meneliti tentang, “Perampasan dan Pengembalian  Barang  
Bukti Alat angkut Tindak Pidana Illegal Longging  dalam Mewujudkan Rasa 





nomor 37/PID/2006/PT.BJM)”. Hasil penelitiannya, bahwa pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan  dan pengembalian barang 
bukti alat angkut dalam tindak pidana illegal logging menunjukan bahwa 
hakim sudah benar dalam penjatuhan hukuman akan tetapi dalam hal barang 
bukti keduanya berbeda pendapat.4 
2. Vina Akfa Dyani meneliti tentang “Analisis Yuridis terhadap Tindakan Atas 
Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap di 
Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013” hasil kajiannya adalah bahwa prosedur 
pelaksanaan eksekusi barang bukti telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa 
Agung Muda Pidana Umum (SE-JAMPIDUM) nomor B-235/E/1994 tentang 
Eksekusi Putusan Pengadilan dan kesesuaian antara prosedur atau mekanisme 
yang diberlakukan oleh KUHAP terhadap eksekusi barang  bukti oleh 
kejaksaan negeri bantul.5  
3. Muhammad Suhanda, meneliti tentang ”Upaya Pemilik dalam Memperoleh 
Mobil sebagai Barang Bukti dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, hasil 
kajiannya adalah bahwa pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil 
sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika sudah diatur dalam 
Pasal 46 KUHAP yang menjelaskan bahwa benda yang disita setelah 
perkaranya diputus dikembalikan kepada orang yang mereka disebut dalam 
putusan tersebut, kemudian diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Status kepemilikan mobil sebagai barang bukti 
                                                          
4 Pradita Danindra, “Perampasan dan Pengembalian  Barang  Bukti Alat angkut Tindak 
Pidana Illegal Longging  dalam Mewujudkan Rasa Keadilan” jurnal dinamika hukum Volume 10 No. 
121 2010, hlm 47 
5 Vina Akfa Dyani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan 
Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013 ” Skripsi: Fakultas 





dalam tindak pidana  narkotika dirampas untuk negara. Prosedur dalam 
memperoleh kembali mobil  sebagai barang  bukti dalam kasus tindak pidana 
narkotika terdiri dari 3 (tiga) prosedur, pertama apabila status barang bukti 
disimpulkan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana maka penyidik 
segera mengembalikan barang bukti tersebut kepada orang yang paling berhak 
atas barang bukti tersebut. Kedua, pemilik dapat melakukan mengajukan 
permohonan peminjaman pakai barang bukti kepada kepala penyidik, dan yang 
ketiga, mengajukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam 
putusannya tidak merampas barang bukti tersebut untuk Negara.6  
        Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat peneliti  simpulkan bahwa 
penelitian hukum yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan.  Penelitian yang peneliti  lakukan  fokus terhadap ketidaklaziman 
putusan barang bukti yang benilai ekonomis dimusnahkan (Putusan nomor 
78/Pid.B/2019/PN Tgl.) 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku catatan, maupun 
laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.7  Penelitian ini termasuk jenis 
                                                          
6 Muhammad Suhanda,” Upaya Pemilik Dalam Memperoleh Mobil Sebagai Barang Bukti 
Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”,Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara Medan, 2018 
7 https://www.academia.edu/13488982/Metode_library_research diakses tanggal 3 desember 





penelitian kepustakaan, karena menggunakan data sekunder berupa putusan 
pengadilan nomor 78/Pid.B/2019/PN Tgl.), dan bahan pustaka lainnya. 
 2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normative, 
yakni  Pendekatan normaif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi 
dokumen, yakni pendekatan yang mengkaji studi dokumen, yakni 
menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 
keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana8. 
Peneliti  menggunakan pendekatan  nomatif karena mengkaji tentang  dasar 
hukum apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang 
bernilai ekonomis untuk dimusnahkan. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti 
yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan secara umum.9 Penelitian ini menggunakan data sekunder 
karena data yang digunakan berupa dokumen-dokumen hukum.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam  pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian adalah kepustakaan.  Studi kepustakaan  adalah kegiatan untuk 
                                                          
8 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses tanggal 3 
desember jam 15.00 Wib 
 
9 https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses tanggal 3 






menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi 
obyek penelitian.10 Peneliti  melakukan pengumpulan data kepustaakaan 
melalui penelusuran secara daring (internet). Peneliti  juga menelusuri 
informasi tambahan dengan melakukan wawancara, melalui buku, makalah dan 
laporan hasil penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif 
merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat 
dikelola mensistensiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.11 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari empat (4) bagian bab sebagai 
tahapan didalam penulisan, yaitu: 
Bab I     Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar  belakang masalah 
yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab  II   Tinjauan Konseptual. Bab ini  menguraikan tinjauan hukum acara 
pidana, tinjauan tentang barang bukti, tinjauan tentang putusan. 
                                                          
10 ttps://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html diakses tanggal 3 
desember jam 15.45 Wib 
11Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia ( UI-Press ), 





Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas  hasil 
penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutus barang bukti yang bernilai 
ekonomis dimusnahkan. 
Bab IV Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh 











































A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
       Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk 
pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 
hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pmberian pidana 
dan hukuman pidana.12 Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum 
dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana 
lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian 
melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya 
dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan 
ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan 
hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan 
tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.   
            Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
                                                          





ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".13   
            Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam 
melakukannya.14 Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh 
Martiman Prodjohamidjojo definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian yaitu:  
a. Definisi singkat memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.15  
         Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam 
masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus 
                                                          
13 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.16 
14  Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 
1990, hlm.67 
15 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: 





memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai 
dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat 
melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan 
masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut 
dikenai tindakan penghukuman.16 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
         Unsur-unsur tindak pidana, menurut Marpaung dibedakan menjadi dua 
macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.  
a. Unsur Subjektif 
         Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku 
tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya.  Unsur-unsur Subjektif  dari suatu tindak pidana adalah 
Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu 
percobaan. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan. merencanakan terlebih 
dahulu, Pasal 340 KUHP.17 Adapun isi pasal 340 KUHP ‘barang siapa 
dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 
lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau 
pidana penjara sumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 
puluh tahun.18 
                                                          
16 Moeljatno. 2008. Op cit hlm.59 
17 Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.9 
18 Anonimus. Kitab Undang Undang Pidana dan Perdata, KUHP-KUHAP, KUHPer-





b. Unsur Objektif 
      Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan 
tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah 
dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :  Sifat 
melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidaa 
penjara paling lama lima belas tahun’19 
       Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. Syarat ini hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan 
terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang 
tidak dapat dipersalahkan itu. Karena dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman 
orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat. 
Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum.   
         Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata 
bertentangan dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. 
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau 
keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu 
dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan 
                                                          





oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam 
peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman 
tertentu.    
          Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur 
kesalahan yang mencakup  beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur 
tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, 
perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, 
memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran 
dan pemaaf.  
         Dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu 
pandangan monistis dan pandangan dualistis.  Pandangan monistis adalah 
suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup 
dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-
prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) 
dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility)22 .  
       Kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif. 
Positif terdakwa berbuat sesuatu, negatif tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya dilakukan.23  Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut 
pandangan monistis meliputi : 
1) Ada perbuatan  
2) Ada sifat melawan hukum;  
                                                          
22 Amir Ilyas, Op. cit., hlm. 38 . 





3) Tidak ada alasan pembenar;  
4) Mampu bertanggungjawab;  
5) Kesalahan;  
6) Tidak ada alasan pemaaf.24  
       Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki 
prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, dan 
criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, 
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki 
sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.   Menurut 
pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:   
1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;  
2) Ada sifat melawan hukum;  
3) Tidak ada alasan pembenar.25  
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:  
1) Mampu bertanggungjawab;  
2) Kesalahan;  
3) Tidak ada alasan pemaaf.26   
        Lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur 
yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana 
sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu tidak 
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25 Ibid., hlm. 43.   





ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak pidana.   
Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak 
pidana, antara lain:  
a. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik  
          Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal 
atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap 
suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut 
sebagai perbuatan negatif.  Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu 
mencocoki unsure-unsur yangada dalam pasal yang didakwakan, termasuk 
unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.  
b. Ada sifat melawan hukum  
         Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu 
ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui 
artinya. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
yaitu27.  
1)  Sifat Melawan Hukum Umum  
          Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana 
                                                          





adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dapat dicela. 
2) Sifat Melawan hukum Khusus  
             Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan 
syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang 
menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan 
hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.  
3) Sifat Melawan Hukum Formal  
       Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah 
dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).  
4) Sifat Melawan Hukum Materiil  
      Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-
undang dalam rumusan delik tertentu.  
             Dikenal beberapa pengertian melawan hukum (wederrechttelijk). 
Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan 
hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), 
melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.           
Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau Babinkumnas 





dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan.28 
3. Jenis Pidana 
           Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, Pidana dibedakan menjadi 2 macam yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana pokok itu terdiri atas:29  
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara  
c. Pidana kurungan  
d. Pidana denda  
Adapun pidana tambahan dapat berupa:  
a. Pencabutan dari hak-hak tertentu  
b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan  
c. Pengumuman dari putusan hakim.  
           Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa stelsel 
pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana 
tambahan. Di samping itu urut-urutan dari pidana ini mulai dari yang terberat 
ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. 
Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana 
pokok, jadi bersifat imperatif.   
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         Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana 
yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP, 
maka akan diuraikan sebagai berikut:30  
a. Pidana Mati  
Pidana mati merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak 
mendapat sorotan dan perbedaan pendapat. Pengertian pidana mati ialah 
suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk 
hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.  
Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa 
kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:  
1) Kejahatan terhadap negara ( Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 
124 ayat (3) KUHP)  
2) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), 
Pasal 340 KUHP)  
3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 
368 ayat (2) KUHP.   
4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan 
dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.  
Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman 
pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus 
lainnya seperti:31.  
                                                          
30 I Made Widnyana,. Op. Cit., hlm. 82.  





1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana 
Narkotika  
3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang 
hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.  
b. Pidana Penjara  
       Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. 
Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum adalah satu hari dan 
maksimum (paling lama) lima belas tahun.32 Maksimum lima belas tahun 
dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :  
1) Kejahatan diancam dengan pidana mati.  
2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.  
3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residive atau 
karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.  
4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 
KUHP.  
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         Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 
pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 
fatal ini para penegak hukum harus mengindahkan atau memperhatikan 
azas-azas dan peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-
undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.  
c. Pidana Kurungan  
               Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal 
ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:33    
1) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani 
pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar daerah 
tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP).  
2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 
diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP. Orang 
yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya 
sendiri.  
         Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah lebih 
pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan 
pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat 
menjadi 20 tahun).  Pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan 
                                                          





maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum 
pidana kurungan adalah 1 tahun.  
d. Pidana Denda  
        Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 
telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda 
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan 
ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 
larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh terpidana. 
4. Teori-Teori Pemidanaan.  
        Sebelum menjabarkan tujuan dari pemidanaan,perlu kiranya di pahami 
terlebih dahulu tentang apa pemidanaan itu sendiri,karena masyarakat masih 
sering keliru bahkan terkadang menyamakan arti dari pemidanaan dengan 
pidana.  Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa : “Pemidanaan 
merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat 
dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa 
dalam suatu kasus”. Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa : 
“Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana”.20 Sejalan dengan pendapat tersebut, 
                                                          
20 M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 





Mahrus Ali menyatakan bahwa “Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap 
penetapan sanksi dalam hukum pidana”.21  
         Dari penjelasan diatas maka dapat ketahui bahwa sesungguhnya 
pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam 
undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat 
olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pemidanaan sendiri merupakan apa 
yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana.  
       Tujuan pemidanaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah 
menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pemidanaan pun 
mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan 
hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur 
mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk 
memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan 
kesempatan untuk berubah dan berprilaku baik bagi para pelaku kejahatan.  
        Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk 
penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun 
kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan 
kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada 
penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja 
bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang 
bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.  Adapun dalam tujuan 
dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat,namun dari 
                                                          





sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 
kelompok besar, yaitu :  
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)  
        Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti 
memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada 
adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.22  
b. Teori relatif atau Teori tujuan  
        Menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan 
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 
hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh 
karena itu, teori ini disebut teori perlidungan masyarakat (the theory of 
sosial defence). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi 
menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum (general preventie) dan 
pencegahan khusus (speciale preventie).   
        Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut 
melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan 
masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku 
dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal 
pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.  
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c. Teori Gabungan (vernengings theorien)  
        Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang 
intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan 
mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan 
kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik 
beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur 
lainnya.23  
5. Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pemidanaan.  
        Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di 
kalangan para ahli hukum antara lain, diantaranya pendapat P.A.F. Lamintang 
yang menyebutkan: Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang 
pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu 
yang ditetapkan dalam putusannya.24  
        Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP 
terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana 
bersyarat,pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana 
bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) 
dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut 
tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah 
ditetapkan hakim.   
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        Penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat 
penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana 
bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif 
Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi 
pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena 
sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang 
membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan 
sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap 
jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang 
telah di Penjara.25 
        Penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga 
sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam 
menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat 
dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum 
yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.26  
         Seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi 
juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam 
masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu 
sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga 
sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam 
reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam 
masyarakat.  
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B. Tinjauan umum tentang Barang Bukti 
1. Pengertian Barang Bukti 
       Kata bukti atau diartikan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan 
kebenaran tentang suatu peristiwa (hukum pidana).27 Istilah barang bukti 
terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 
KUHAP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Barang bukti adalah 
hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan 
dan atau pemeriksaan akurat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di 
bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan. 
2. Kedudukan Barang Bukti 
     Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Persidangan dan Setelah Putusan 
Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap   Pertama, kedudukan barang 
bukti dalam proses persidangan. Penegakan  hukum merupakan salah satu 
usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam 
masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun 
penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat 
dilakukan secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang 
menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari  para penegak 
hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan 
hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih  mencapai 
                                                          





sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk  mencapai 
dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran kebenaran 
materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu  peristiwa 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara juju  dan 
tepat.28  Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti 
khususnya  kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, 
sehingga  perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam 
proses perkara  pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang 
sangat penting,  dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya 
suatu tindak pidana  dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, 
untuk menunjang  keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.   
        Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek 
objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang  
mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan  
keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada                                        
penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan 
syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.29   
Dalam Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk  menentukan 
salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian  undang-
undang secara negatif, terdapat dua komponen: (a) Pembuktian harus  
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dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang; (b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah  
menurut undang-undang.  
        Dua komponen tersebut satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa,  
dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai  
dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim  
yang  sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah 
jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang 
sah  merupakan satu kesatuan.  Kedua, kedudukan barang bukti setelah putusan 
pengadilan memperoleh  kekuatan hukum tetap.  
        Tidak semua barang bukti diputuskan hakim untuk  dimusnahkan, ada 
kalanya hakim memutuskan barang bukti juga dapat  dikembalikan. 
Kedudukan barang bukti setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Penggolongan barang bukti ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.                      
       Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditetapkan dalam hal ini putusan  pemidanaan 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya 
barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak 
menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali 
jika  menurut undang- undang, barang bukti tersebut harus dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehuingga tidak dapat 





        Menurut pasal Pasal 194 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal barang bukti 
itu akan di kemanakan:30 
a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, hal ini biasa terjadi 
menyangkut barang bukti yang diperoleh dari kejahatan. Untuk menentukan 
siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta fakta yang terungkap di 
persidangan. Jika dalam pencurian maka saksi korban menyatakan barang 
tersebut adalah miliknya maka dia adalah yang paling pantas menerima 
barang bukti. 
b. Dirampas untuk kepentingan negara, hal ini biasa terjadi pada perkara 
pidana ynag merugikan kepentingan negara, misalnya sebuah rumah dibeli 
dari hasil mkorupsi, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya 
akan diserahkan kepada negara. 
c. Dirampas atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi, hal ini biasanya kebanyakan adalah barang bukti yang dipergunakan 
sebagai alat melakukan kejahatan,  misalnya: pisau yang digunakan untuk 
menusuk korban atau obat palsu yang  diperdagangkan.   
        Dari hal yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam  
kaitannya barang bukti dalam kasus pidana pencurian sepeda motor, maka 
barang bukti sepeda motor akan dikembalikan kepada yang paling berhak atau 
kepada mereka yang disebut di dalam putusan, yang dibuktikan dari fakta-fakta 
di persidangan. 
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          Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di 
sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan 
terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan 
selesaioleh hakim, tibalahsaatnya hakim mengambil keputusan.31 Adapun 
pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor 
penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang 
terbukti dalam sidang pengadilan.  
          Pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika 
hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, 
maka A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan, “satu hal harus diingat bahwa 
dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh 
melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang 
menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan”.32 Perihal putusan hakim atau 
putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk 
menyelesaikan perkara pidana.  Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih 
jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa 
memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang statusnya dan 
sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut 
dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum 
verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di 
lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan 
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hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; 
kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau 
faktasecaramapan, mumpunidanfaktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 
moralitas dari hakim yang bersangkutan.33 
        Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP mengenai putusan pengadilan 
disebutkan bahwa Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini.34 Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 
proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 
dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.    
        Dari batasan sebagaimana penulis formulasikan di atas, dapatlah 
disebutkan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan:   
a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka 
untuk umum. 
b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara 
pidana pada umumnya. 
c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 
hokum 
d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.   
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e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.   
        Demikian pula berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, 
maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:35  
a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum; 
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 
c. Putusan yang mengandung pemidanaan.   
Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala 
tuntutan, dan putusan pemidanaan.                                                          
 
C. Tinjauan tentang Alat Bukti, dan Sistem Pembuktian  
1. Alat Bukti 
a. Pengertian Alat Bukti 
         Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya” Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh 
berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di 
persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut 
Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan 
Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara 
ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segara mengadili perkara 
tersebut disertai dengan surat dakwaan”  
                                                          





b. Alat Bukti yang Sah  
        Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (1). 
Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; 
(5).Keterangan Terdakwa.36 Penjelasan mengenai alat bukti yang sah: 
1) Keterangan Saksi  
          Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali 
dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat 
dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua 
orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam 
Pasal 168 KUHAP yaitu:  
a) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai 
terdakwa. 
b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan 
karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat 
ketiga. 
c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama sebagai terdakwa. 
2) Keterangan Ahli  
        Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk 
                                                          







memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan 
ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat. Surat 
Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang 
menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang 
termasuk surat adalah:  
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk 
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan  
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan 
yang diminta secara resmi dari padanya d. Surat lain yang hanya 
dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian 
yang lain. 
3) Petunjuk  
        Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, 
kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang 
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang 





Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat 
bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah 
petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif 
dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama 
berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, 
yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 
terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), 
Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan 
terdakwa. 
4) Keterangan Terdakwa  
          Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa 
itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang 
perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. 
Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari 
pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. 
Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia 
memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan 
terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja 
tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia 





keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
Menurut Ayat (3) ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai 
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). 
 Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila 
terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka hal 
itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan 
(minimal dua alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud. Berdasarkan uraian 
tesebut diatas, maka apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan 
dalam keduduknnya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan 
sebagai alat bukti tehadap dirinya sendiri, dan jika dalam satu perkara, 
terdakawa  sendiri dari beberapa orang maka masing-masing keterangan 
terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya 
sendiri. Pemisahan terdakwa terdakwa dalam beberapa perkara pada 
umumnya dilakukan oleh penuntut umum, apabila penuntut umum 
khawatir alat bukti yang disampaikan penyidik dianggap kurang cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa, maka untuk lebih menyempurnakan 
pembuktian, penuntut umum dapat menambahnya dengan jalan 
memisahkan terdakwa-terdakwa dalm beberapa perkara yang berdiri 
sendiri dengan pemisahan ini para terakwa dapat dipergunakan sebagai 
saksi secara timbal balik terhadap mereka. Keterangan terdakwa saja 
tiddak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 





dengan alat bukti lain. Seandainya alat bukti keterangan terdakwa di 
jadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, 
maka akan banyak terjadi penyelewengan di dalam hukum yakni dalam 
bentuk penjatuhan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak 
pidana, sementara pelaku yang sebenarnya berlindung bebas dibelakang 
pengakuan dari orang yang di umpanya. Dengan demikian 
kesimpulannya maka keterangan terdakwa yaitu keterangan atau 
pernyataan yang diucapkan terdakwa berupa penjelasan atau jawaban 
terdakwa atas penyataan yang diajukan kepadanya oleh hakim ketua 
sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum.   
2. Sistem Pembuktian 
a. Pengertian Sistem Pembuktian 
      Berbicara mengenai sistem pembuktian, berarti menyangkut hasil 
pembuktian itu sendiri. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana 
yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. 
Apakah dengan terpenuhi pembuktian secara minimum sudah dapat 
dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau apakah dengan 
lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah masih diperlukan 
unsur keyakinan hakim.  
b.  Teori mengenai sistem pembuktian 
1) Sistem pembuktian Conviction-in time 
       Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang 
terdakwa, sematamata ditentukan oleh penilaian hakim atau keyakinan 





seorang terdakwa, keyakinan hakim ini dapat diambil atau di simpulkan 
oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam, sidang pengadilan 
atau dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu di abaikan dan  
hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Menurut 
sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung kelemahan, 
karena bisa saja hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada 
seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa 
didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim juga leluasa 
membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, 
walaupun kesalahan terdakwa itu sudah cukup terbukti dengan alat-alat 
bukti yang lengkap. Sehingga dalam sistem pembuktian ini, keyakinan 
hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah bertidaknya 
seorang terdakwa. 
2)   Sistem pembuktian conviction-rasionce  
Sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan 
penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam 
sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim leluasa tanpa batas, 
maka dalam sistem conviction-in time, peran keyakinan hakim leluasa 
tanpa batas, maka dalam sistem conviction-raisonce, keyakinan hakim 
harus didukung dengan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan 
atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-
dasar alasan yang logis dan benarbenar dan dapat diterima akal, tidak 





masuk akal, sehingga dalam sistem ini harus didukung alasan-alasan 
yang benar.37  
         Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative 
Sistem pembuktian ini merupakan ajaran sistem pembuktian menurut 
undangundang secara positif dengan ajaran pembuktian menurut 
keyakinan hakim conviction-in time. Sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif adalah sesuatu sistem keseimbangan 
antara kedua sistem tersebut yang digabungkan secara terpadu, 
sehingga terwujud sistem pembuktian yang akurat. Dalam sistem 
pembuktian ini untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa tidak hanya 
cukup berdasarkan keyakinan hakim, tetapi harus didukung oleh alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian, 
seorang terdakwa harus dapat dinyatakan bersalah, apabila kesalahan 
kepadanya dapat dapat dibuktikan dengan dengan cara dan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterbuktian 
kesalahan tersebut di ikuti pula oleh keyakinan hakim, sehingga sistem 
pembuktian ini adalah memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif 
dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. 
         Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
Merupakan suatu sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan 
alasan pembuktian menurut keyakinan conviction-in time. Pembuktian 
menurut undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak ikut 
ambil bagian didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem 
                                                          





pembuktian menurut undang-undang secara positif ini berpedoman 
pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
undang-undang, sehingga untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa 
semata-mata di gantungkan pada alat bukti yang sah. 
 Sistem pembuktian ini, asal sudah terpenuhi syarat-syarat dan 
ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup 
menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan 
hakim, apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa 
bukan menjadi masalah, meskipun demikian dari satu segi, sistem 
pembuktian semacam ini mempunyai kebaikan karena lebih dekat pada 
prinsif penghukuman berdasarkan hukum artinya menjatuhkan 
hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata tidak diletakkan atas 
kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang.38   
Sistem pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Acara 
pidana adalah sistem pembukian menurut undang-undang secara 
negatif. Atas dasar hal tersebut di atas maka,  sistem pembuktin yang 
diterapkan menurut KUHAP adalah cukup baik, karena dalam 
pembuktian suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan selalu 
didasarkan pada alat pembuktian yang sah sebagaimana diatas dalam 
Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah 
terjadi serta terbukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta 
terbukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta terbukti bahwa 
terdakwalah yang menjadi pelakunya, selain dari pada itu menurut 
                                                          





penulis, bahwa didalam system pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif ini dapat perpaduan antara keyakinan hakim dengan 
pembuktian dngan alat-alat bukti, sehingga keyakinan hakim itu 
diperoleh dari alat pembuktian yang sah sehingga keyakinan hakim 
tersebut tidak diperolehnya atau hanya ditimbulkan oleh persangkaan 
persangkaan saja.39 
         Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif itu 
adalah sangat tepat, karena sistem ini sangat ideal sekali sebab 
pembuktian suatu perkara pidana di sidang pengadilan di dasarkan pada 
alat pembuktian yang sah menurut undang undang disertai dengan 
keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti 
bahwa terdakwalah yang menjadi pelakunya dan karenanya maka 
terdakwa dijatuhi hukuman. Lebih jauh dapat dikatakan, bahwa 
memang benar apabila direnungkan kembali, bahwa sangat berbahaya 
dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian 
atas kesalahan terdakwa semata-mata hanya ditentukan oleh suatu 
keyakinan hakim seperti yang dianut dalam sistem pembuktian 
Conviction in time. Keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi 
secra subyektif serta sulit mengujinya dengan cara dan ukuran yang 
obyektif, oleh karenanya maka system pembuktian menurut keyakinan 
hakim semata-mata mempunyai kecendrungan untuk menyerahkan 
sepenuhnya penentuan salah tindaknya terdakwa hanya berdasarkan 
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penilaian subyekif hakim saja. Sebagaimana diketahui bahwa masalah 
subyektif sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang sehingga setiap 
manusia mempunyai atau memiliki sikap keyakinan yang berbeda, 
karena itu dikhawatirkan adanya praktek penegak hukum yang berbeda 
pula dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi juga sebaiknya, jika 
pemidanaan terdakwa itu semata-mata digantungan pada ketentuan cara 
dan menurut alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja tanpa 
didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang 
diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut sedikit banyak 
agak jauh dari kebenaran sejati. Karena didalam sistemnya ini seolah-
olah hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka, 
sehingga dapat saja menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim, 
karena ia menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang 
diyakininya tidak benar-benar bersalah. 
 Sejalan dengan hal tesebut diatas maka sistem pembuktian 
menurut undang undang secara negatif wettelijk tepat dimana salah 
tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang 
didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) 
KUHAP.40 
                                                          






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Pengaturan Perampasan Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis Diatur 
dalam Hukum Positif Indonesia 
Tata cara aparatur penegak hukum melaksanakan tugas dalam 
masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun 
tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana 
yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan kebenaran 
materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana 
dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.41 
Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan 
dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu 
tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. 
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 
menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri 
terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penutut umum dengan jalan 
melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan 
pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap 
terdakwa terbukti atau tidak.42 
Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai 
pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan 
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bersalah atau dibebaskan.43 Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka 
kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. 
Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau 
corpus delicti yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam proses pidana.44 Menurut Andi Hamzah 
barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: 
“ istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai 
mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya 
pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah 
hasil dari delik. Misalanya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli 
rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil 
delik.”45 
Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik 
tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut 
mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang 
dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang 
bukti. 
Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena 
benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh 
aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang 
pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik 
dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene 
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Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainya. Barang 
bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti. 
terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau 
keterangan terdakwa.46 
Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR 
diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang 
mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan 
merampas barang-barang yang dipakai.”42 Dengan demikian, Benda Sitaan 
sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan 
dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana 
tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan 
barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. 
Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang 
memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit 
(tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa 
benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud 
atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik 
untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain 
yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari 
suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda 
adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau 
                                                          





berjasad.47 Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang 
sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.48 
Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda 
sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat 
penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang 
pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti bewijsgoed baik 
dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene 
Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainya. Barang 
bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti 
terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau 
keterangan terdakwa. 
Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR 
diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang 
mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan 
merampas barang-barang yang dipakai.”42 Dengan demikian, Benda Sitaan 
sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan 
dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana 
tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan 
barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. 
Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, 
bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil 
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diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 
KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di pengadilan. 
Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:  
1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian 
tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;  
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah peguasaan 
penyidik suatu benda milik orang lain;  
3. Benda yang disita berupa benda begerak dan tidak bergerak, berwujud dan 
tidak berwujud;  
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat 
kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja 
untuk kepetingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat 
dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara 
Pidana Belanda).49 
Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain 
yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang 
dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan. Pemberian 
batasan tentang penyitaan sebagaimana tesebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 
KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
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penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah 
pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya 
hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 
sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.50 
Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang 
dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan 
mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal 
dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”51 Secara umum benda yang 
dapat disita dibedakan menjadi:  
1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam 
Ilmu Hukum tindak disebut “Instrumental Delicti”);  
2. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga 
“corpora delicti”);  
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan 
tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.  
4. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, 
kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio 
tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.52 
 
 
                                                          
50 J. M. Van Bemmelen, Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht (SGravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Op. cit., hlm. 148. 
51 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 150 
52 Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedul, 





Dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan 
penyitaan adalah:  
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana 
(Ayat 1 huruf a).  
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b).  
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana (Ayat 1 huruf c)  
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana 
(Ayat 1 huruf d).  
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan (Ayat 1 huruf e).  
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 
perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) 
KUHAP. 
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 
tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 10 menyebutkan bahwa penyitaan 
benda dalam hal tersangka tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat ijin 
dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib 
segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 38 Ayat (2) KUHAP karena tertangkap tangan disamakan pengertiannya 





Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat 
bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan 
membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 
huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, 
maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. 
Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.  
Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya 
adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan 
darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, 
penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut 
merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu 
adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika 
tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. 
 Sedangkan, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut 
dirampas oleh negara. Perampasan aset hanya boleh dilakukan dengan adanya 
penyitaan terlebih dahulu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (“KUHP”), perampasan dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia 
itu dikenal sebagai salah satu pidana (hukuman) tambahan. Sedangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (“KUHAP”) mengenai perampasan diatur dalam Pasal 194 ayat (1) 





“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 
diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya 
tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-
undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau 
dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.” 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perampasan Barang 
Bukti yang Bernilai Ekonomis untuk Dimusnahkan 
Untuk dapat mengetahui apakah dalam hal ini pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan Putusan Perampasan Barang Bukti bernilai ekonomi untuk 
dimusnahkan perlu untuk dilakukan atau tidaknya dalam menjatuhkan putusan 
kepada Para Terdakwa yang sebagaima telah dijatuhkan hukuman dengan dasar 
pada putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 78/Pid.B/2019/PN Tgl yang mana 
akan dijabarkan sebagai berikut oleh penulis: 
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pada dakwaan dalam perkara tindak pidana putusan nomor 
78/Pid.B/2019/PN Tgl, yang mana Para Terdakwa memiliki Nama Lengkap 
KASTORI Alias TORI Bin WARSO, Tempat dan tangal lahir Tegal, 25 
Agustus 1975 (44 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat 
Ds. Jagalampeni Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wanasari Kab. Brebes, Pekerjaan 
Buruh, Nama Lengkap WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT, Tempat 





laki, Agama Islam, Ds Sekarjalak Rt. 004 Rw. 002 Kec. Margoyoso Kab. 
Pati, Pekerjaan Wiraswasta,  keduanya oleh jaksa didakwa menggunakan 
dakwaan tunggal sebagai berikut : 
Terdakwa KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan WAHYU 
WARDIYANTO Alias GENDUT pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 
sekira pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain di bulan 
Mei dalam Tahun 2019, bertempat di area persawahan masuk Ds. 
Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Tegal, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut 
serta melakukanperbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Saksi MULYANTO Bin SODIKIN selaku operator traktor 
meninggalkan 1 (satu) unit mesin diesel merek kubota warna orange RD 
85DI – 1D yang terpasang di kerangka traktor di area persawahan ikut Ds. 
Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, karena saat itu roda sebelah 
kanan traktor dalam keadaan rusak sedangkan saat itu saksi MULYANTO 
Bin SODIKIN akan berbuka puasa. Yang mana traktor beserta mesin diesel 
merek KUBOTA 8.5 PK warna Orange tersebut adalah milik GAPOKTAN 
Suka Tani Lima (Gabungan Kelompok Tani) Desa Ketanggungan 





Pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat Terdakwa I bersama 
dengan RIYANTO melakukan survei terlebih dahulu ke lokasi sekira 
dimana pada saat itu traktor tersebut masih di gunakan untuk membajak di 
sawah kemudian pada sekira pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat Terdakwa 
I., Terdakwa II. dan RIYANTO (DPO/belum tertangkap) berkumpul di areal 
pesawahan Desa Wanacala Kec. Songgom Kab. Brebes selanjutnya dengan 
menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X No. Pol : B-3567-T milik 
Terdakwa I.berboncengan bertiga mendatangi lokasi dan sampai di lokasi 
pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat dimana Terdakwa I dan RIYANTO 
turun dari sepeda motor menuju mesin Diesel yang terletak di areal 
pesawahan Ds. Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, Terdakwa I. dan 
RIYANTO bertugas mengambil mesin diesel dengan menggunakan alat 
berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 (delapan belas) dan 1 (satu) buah 
kunci inggris stainless, sedangkan Terdakwa II.menunggu di sepeda motor 
sambil mengawasi lingkungan sekitar selanjutnya Terdakwa II. pergi 
menjemput LIYAN (DPO/belum tertangkap).Setelah mesin diesel berhasil 
diangkat dari kerangka traktor selanjutnya Terdakwa I.mengangkat mesin 
diesel tersebut bersama dengan RIYANTO untuk dibawa ke tepi jalan, 
kemudian setelahTerdakwa II. datang bersama dengan LIYAN, bersama-
sama menaikkan mesin diesel tersebut ke tengah sepeda motor yang 
dikendarai oleh Terdakwa II. dan RIYANTO berada di belakang memegang 
mesin diesel tersebut. 
Bahwa mesin Diesel Merk Kubota warna orange RD 85DI-1T 





YUNIARTO Bin TARWO (berkas perlara lain) dengan maksud untuk di 
jual agar mendapatkan keuntungan. 
Bahwa setelah selesai berbuka puasa dan sholat tarawih sekira pukul 
20.00 Waktu Indonesia Barat saksi MULYANTO Bin SODIKIN bersama 
dengan saksi ROHMAN kembali ke sawah dengan maksud akan 
memindahkan traktor tersebut namun ternyatamesin diesel yang menempel 
di traktor sudah hilang / tidak ada, selanjutnya Saksi ROHMAN dan saksi 
MULYANTO Bin SODIKIN memberitahukan kepada saksi KARMANI 
selaku pemilik tanah sawah yang sedang di garap, selanjutnya saksi 
KARMANI, saksi ROHMAN dan saksi MULYANTO Bin SODIKIN 
mencari di sekitar lokasi area persawahan namun tidak menemukannya. 
Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, GAPOKTAN Suka 
Tani Lima (Gabungan Kelompok Tani) Desa Ketanggungan Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegalmengalami kerugian kurang lebih sebesar 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Penuntut Umum mendakwakan 
Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
KUHP. 
2. Tuntutan Penuntut Umum 
Dari fakta hukum di persidangan penulis menggambarkan dalam hal 
ini Penuntut Umum memberikan tuntuntan Terdakwa KASTORI Alias TORI 
Bin WARSO dan Terdakwa WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT Bin 






a. Terdakwa KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan Terdakwa 
WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT Bin WARDIYOSO 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian dengan pemberatan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 
Ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 
b. Terdakwa KASTORI Alias TORI Bin WARSO dijatuhkan hukuman 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 
WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT Bin WARDIYOSO berupa 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun akan tetapi dalam hal ini Para 
TErdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan 
dalam hal ini para terdakwa tetap ditahan. 
c. Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor Honda Supra Type NF 100 D nopol : B-3567-T tahun 
2003 warna hitam Nomor Rangka : MH1KEVA163K295753, beserta 
STNK (Asli) dan Kunci Kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa 
KASTORI Alias TORI Bin WARSO. 
d. Penuntut Umum menyatakan agar masing-masing terdakwa dibebani 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)                       
3. Amar Putusan  
Dari fakta hukum di persidangan penulis menggambarkan dalam hal 
ini Majelis Hakim telah memberikan putusan kepada Terdakwa KASTORI 
Alias TORI Bin WARSO dan Terdakwa WAHYU WARDIYANTO Alias 
GENDUT Bin WARDIYOSO adapun Putusan dari Majelis Hakim sebagai 
berikut: 
a. Dalam hal ini Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan 
Terdakwa II WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT terbukti secara 






b. Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa 
I.KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan Terdakwa II.WAHYU 
WARDIYANTO Alias GENDUT dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan WAHYU WARDIYANTO Alias 
GENDUT Bin WARDIYOSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan 10 (sepuluh) bulan; 
c. Dalam hal menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Para Terdakwa, Mejelis Hakim meneteapkan agar 
hukuman Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang 
dijatuhkan karena telah menjalnakn masa hukumannya; 
d. Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan  
e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 
Supra Type NF 100 D nopol : B-3567-T tahun 2003 warna hitam 
Nomor Rangka : MH1KEVA163K295753, beserta STNK (Asli) dan 
Kunci Kontaknya. Dirampas untuk dimusnahkan 
f. Para Terdakwa dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sejumlah Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah) 
4. Analisis Penulis 
         Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai barang bukti, maka 
penulis berpendapat bahwa Terhadap putusan pengadilan 
Nomor.78/Pid.B/2019/PN Tgl, dalam putusannya Hakim menyatakan barng 
bukti berupa  bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type NF 100 





MH1KEVA163K295753, beserta STNK (Asli) dan Kunci Kontaknya. 
Dirampas untuk dimusnahkan menurur penulis tidak sesuai atau tidak setuju 
karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dilelang atau 
dijual sehingga hasil lelang tersebut bisa masuk untuk kas Negara.  Sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “ dalam hal pemidanaan, 
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan 
supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak 
menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali 
jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas 
untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi”. Ketentuan perampasan barang bukti untuk negara 
dan juga ketentuan perampasan, pemusnahan atau pengrusakan terhadap 
barang bukti juga disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Pasal 194 
ayat (1) ini menjadi dasar hakim memutus terkait dimusnahkannya barang 
bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type NF 100 D nopol 
: B-3567-T tahun 2003 warna hitam Nomor Rangka : 
MH1KEVA163K295753, beserta STNK (Asli) dan Kunci Kontaknya 
dikarenakan hakim meyakini bahwa barang bukti tersebut merupakan alat 
yang digunakan untuk melakukan kejahata  sehingga sudah sepatutnya 
barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan lagi. 
Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, yang dimaksud benda yang dirampas untuk kepentingan negara 





sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan 
pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan 
negara biasanya ditemui di dalam perkara tindak pidana ekonomi, 
penyelundupan, senjata api dan bahan peledak, dan narkotika. Barang bukti 
yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat yang 
digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang ( 
Ratna Nurul Afiah, 1988: 205-206).  Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf 
(d) KUHAP, disebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal 
yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian 
pertimbangan menjadi sangat penting karena ini menunjukkan apa saja yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus agar putusan tersebut 
dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 
Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana 
terhadap terdakwa harus dengan menghubungkan ancaman pidananya 
terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, 
keadaan yang memberatkan dan meringankan (Gatot Supramono, 2009: 
128). Berdasarkan penjelasan sebagaimana di sebutkan di atas, maka dalam 
putusan kasus Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 78/Pid.B/20159 PN Tgl, 
dinilai telah terjadi tindakan hakim yang kurang  tepat dalam memberikan 
pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti 





Bin WARSO dan Terdakwa II.WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT  
mengenai pertimbangan hakim memutus barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor Honda Supra Type NF 100 D nopol : B-3567-T tahun 2003 
warna hitam Nomor Rangka : MH1KEVA163K295753, beserta STNK 
(Asli) dan Kunci Kontaknya untuk dirampas dan dimusnahkan padahal 
barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis karena barang bukti 
tersebut bisa dijual/dilelang untuk Negara. 
Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai tindak pidananya, maka 
penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pada perkara ini yakni 
diterapkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) angka (4) jo Pasal 55 ayat (1) 
angka (1) KUHP telah sesuai. 
Kemudian yang dimaksud pada Pasal 363 ayat (1) angka (4) jo Pasal 
55 ayat (1) angka (1) KUHP yaitu berbunyi: “Diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun:  Ke-4  pencurian  yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu”. 
Sehingga mengenai Pasal 363 ayat (1) angka (4) jo Pasal 55 ayat (1) 
angka (1) KUHP berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, 
maka unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Mengambil sesuatu barang  
c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
d. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum 






Sebelum menjelaskan uraian unsur-unsur yang terbukti dalam 
persidangan, terlebih dahulu pembuktian dalam persidangan menggunakan 
alat bukti yang diajukan oleh jaksa, yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP 
meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bukti surat dan barang 
bukti:  
a. Keterangan Saksi-Saksi;  
Keterangan saksi dalam kasus ini adalah alat bukti yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai peristiwa tindak pidana pencabulan 
terhadap anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam kasus 
ini saksi-saksi yang diajukan enam yakni 
- Mulyanto bin Sodikin 
- Rohman bin Isnen 
- Rendra Martyka Satriawan bin April 
- Bambang Yuniarto bin Tarwo 
- Saswono alias Jenggolong bin Sayad 
- Muhrodin alias Joko bin Dimad 
b. Petunjuk;  
Petunjuk dapat diperoleh hanya dengan cara mengolah alat 
bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa 
melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP dengan 






Dalam perkara ini jaksa mengajukan barang bukti serta alat 
bukti lain berupa keterangan saksi, dan terdakwa sehingga dari adanya 
persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan 
barang bukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo. 184 ayat (1) 
dan (2) KUHAP sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana. 
c. Keterangan Para Terdakwa;  
Keterangan Tersangka adalah, apa yang para terdakwa 
nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, 
ketahui dan alami sendiri. Perlu diperhatikan bahwa penilaian 
keterangan para terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan 
tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahannya. Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu 
KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan WAHYU WARDIYANTO 
Alias GENDUT. Adapun barang bukti yang digunakan dalam kasus 
ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type NF 100 D 
nopol : B-3567-T tahun 2003 warna hitam Nomor Rangka : 
MH1KEVA163K295753, beserta STNK (Asli) dan Kunci. 
Dari unsur-unsur di atas maka penulis dapat menguraikan sebagai 
berikut: 
a. Barang Siapa 
Unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai 
subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas 





TORI Bin WARSO dan Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO alias 
GENDUTyang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam 
pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan 
dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam 
pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di 
persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan 
yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan 
mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. 
Dalam hal ini menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya 
dari adanya perbuatan pidana atau setidak-tidaknya mengenai siapa 
orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang 
yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa 
olehPenuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (strafbaar 
feit), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu 
untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki 
untuk tidak terjadinya Error In Persona atau salah menghadapkan 
Terdakwa ke muka persidangan.  
Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama 
Sutarjo bin Karya yang identitasnya sebagaimana telah termuat 
dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari 
identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan 
dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah 
dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga 





Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang 
dilakukannya. 
Dari hal-hal tersebut diatas, maka unsur Barangsiapa telah 
terpenuhi menurut hukum; 
b. Mengambil Barang Sesuatu 
Mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan 
sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala 
sesuatu yang berwujud atau berjasad). Bahwa, berdasarkan substansi 
keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para 
Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah 
menerangkan Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin WARSO pada 
hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia 
Barat mengawasi keadaan disekitar kendaraan traktor diareal 
persawahan  Ds. Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal bersama 
sama dengan Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO alias 
GENDUT dan RIYAN (DPO). 
Setelah dirasa situasi aman, selanjutnya Terdakwa I KASTORI 
Alias TORI Bin WARSO bersama sama dengan RIYANTO 
membongkar mesin traktor dengan menggunakan sebuah kunci 
inggris, setelah berhasil mesin traktor/ mesin diesel Kubota warna 
orange RD 85DI – 1D, Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin 
WARSO bersama sama dengan RIYANTO menggotong mesin 





Selanjutnya mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D 
dibawa menggunakan motor Honda Supra milik Terdakwa I 
KASTORI Alias TORI Bin WARSO, selanjutnya mesin diesel 
tersebut oleh Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT 
dan LIYAN (DPO) dibawa pergi ke Wanacala, Kec.Wanasari, 
Kab.Brebes. 
Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT 
bersama-sama dengan RIYANTO (DPO) membawa mesin diesel 
Kubota warna orange RD 85DI – 1D kerumah Saksi BAMBANG 
YUNIARTO Bin TARWO untuk dibantu jualkan. 
Perbuatan Para Terdakwa yang telah membongkar mesin 
traktor/ mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D dengan 
menggunakan sebuah kunci inggris, selanjutnya Terdakwa I 
KASTORI Alias TORI Bin WARSO bersama sama dengan 
RIYANTO menggotong mesin tersebut dari areal persawahan hingga 
sampai di pinggir jalan dan  Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO 
alias GENDUT bersama-sama dengan RIYANTO (DPO) membawa 
mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D kerumah Saksi 
BAMBANG YUNIARTO Bin TARWO untuk dibantu jualkan dengan 
demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut 
hukum. 
c. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain 
Yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa 





keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang 
dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); 
milik orang asing, beda, tidak sama 
Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat 
alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur 
tersebut dianggap telah terpenuhi 
Berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan 
dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan 
di persidangan telah menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 
mesin traktor yaitu mesin diesel merek Kubota warna orange RD 85DI 
– 1D hilang di areal persawahan Ds. Ketanggungan Kec. Dukuhturi 
Kab. Tegal.  Traktor/ mesin diesel merek Kubota warna orange RD 
85DI – 1D  tersebut adalah milik GAPOKTAN Suka Tani Lima yang 
berasal dari bantuan pemerintah. 
Dalam hal ini Kerugian akibat hilangnya mesin diesel merek 
Kubota warna orange RD 85DI – 1D kurang lebih sejumlah  
Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan 
Para Terdakwa yang telah Para Terdakwa yang telah membongkar 
mesin traktor/ mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D milik 
GAPOKTAN Suka Tani Lima dengan menggunakan sebuah kunci 
inggris, selanjutnya Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin WARSO 
bersama sama dengan RIYANTO menggotong mesin tersebut dari 
areal persawahan hingga sampai di pinggir jalan dan  Terdakwa II 





RIYANTO (DPO) membawa mesin diesel Kubota warna orange RD 
85DI – 1D kerumah Saksi BAMBANG YUNIARTO Bin TARWO 
untuk dibantu jualkan, dengan demikian unsur seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum. 
d. Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum 
Dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan 
kepunyaan bahwa “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi 
- Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
- Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” 
wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga 
asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum 
(algemen beginsel). 
Bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi 
dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti 
yang di ajukan di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa II 
WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT bersama-sama dengan 
RIYANTO (DPO) membawa mesin diesel Kubota warna orange RD 
85DI – 1D kerumah Saksi BAMBANG YUNIARTO Bin TARWO 
untuk dibantu jualkan, setelah mesin diesel Kubota warna orange RD 





selanjutnya dilakukan pembagian hasil penjualan dan Terdakwa II 
WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT mendapat bagian sebesar 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa KASTORI 
Alias TORI Bin WARSO mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 
(delapan ratus ribu rupiah), 
Perbuatan Para Terdakwa membawa mesin diesel Kubota 
warna orange RD 85DI – 1D kerumah Saksi BAMBANG 
YUNIARTO Bin TARWO untuk dibantu jualkan dan setelah berhasil 
dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa II 
WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT mendapat bagian sebesar 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa KASTORI 
Alias TORI Bin WARSO mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 
(delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur Dengan maksud 
akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hokum 
e. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu 
Tafsir dilakukan dua orang atau lebih adalah perbuatan telah 
dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya dan 
bersekutu menurut Kamus Bahasa Indonesia maksudnya adalah 
berekanan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri 
(dengan). 
Berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan 
dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan 
di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa I KASTORI Alias 





16.30 Waktu Indonesia Barat mengawasi keadaan disekitar kendaraan 
traktor diareal persawahan  Ds. Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. 
Tegal bersama sama dengan Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO 
alias GENDUT dan RIYAN (DPO), setelah dirasa situasi aman, 
selanjutnya Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin WARSO bersama 
sama dengan RIYANTO membongkar mesin traktor dengan 
menggunakan sebuah kunci inggris. 
Setelah berhasil mesin traktor/ mesin diesel Kubota warna 
orange RD 85DI – 1D, Terdakwa I KASTORI Alias TORI Bin 
WARSO bersama sama dengan RIYANTO menggotong mesin 
tersebut dari areal persawahan hingga sampai di pinggir jalan, 
selanjutnya mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D dibawa 
menggunakan motor Honda Supra milik Terdakwa I KASTORI Alias 
TORI Bin WARSO, selanjutnya mesin diesel tersebut oleh Terdakwa 
II WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT dan LIYAN (DPO) 
dibawa pergi ke Wanacala, Kec.Wanasari, Kab.Brebes. 
Terdakwa II WAHYU  WARDIYANTO alias GENDUT 
bersama-sama dengan RIYANTO (DPO) membawa mesin diesel 
Kubota warna orange RD 85DI – 1D kerumah Saksi BAMBANG 
YUNIARTO Bin TARWO untuk dibantu jualkan. Traktor/ mesin 
diesel merek Kubota warna orange RD 85DI – 1D  tersebut adalah 






Setelah mesin diesel Kubota warna orange RD 85DI – 1D 
berhasil dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya 
dilakukan pembagian hasil penjualan dan Terdakwa II WAHYU  
WARDIYANTO alias GENDUT mendapat bagian sebesar 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa KASTORI 
Alias TORI Bin WARSO mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 
(delapan ratus ribu rupiah, berdasarkan uraian uraian diatas unsur 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi 
menurut hukum. 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau 
tidak. Dalam kasus pencabulan ini telah memenuhi tiga unsur dari 
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan yaitu ditinjau 
dari kemampuan Para Terdakwa dapat bertanggung jawab. 
Berdasarkan perbuatan terdakwa dalam hal ini, terdakwa dikatakan 
sehat atau dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya dan 
mampu bertanggungjawab karena ia mampu menilai dengan pikiran 
dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak 
dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti 
pikiran dan perasaan tersebut.  
Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. 
Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki 





dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa 
yang diperbuat. Sengaja sebagaimana dimaksud adalah apabila 
pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Kesengajaan Terdakwa 
yaitu mengetahui kemungkinan adanya atau akibat keadaan yang 
merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat 
disimpulkan antara lain menganggap korbannya yang hanya anak 
kecil. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata timbul, dapat 
disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari 
ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan dan tidak mengadakan 
usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan.  
Kemudian tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dikarenakan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan 
merupakan perbuatan pidana. “Pertanggungjawaban pidana yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah sesuai karena unsur 
perbuatannya terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat 
(1) ke-1 KUHP”  
Dengan pernyataan dari hakim kemudian mengenai kasus pada 
putusan ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada 
Pasal yang telah diuraikan diatas Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP maka telah terbukti bahwa perbuatan para 
terdakwa benar telah melakukan pencurian dengan memberatkan. 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan 
bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada 





memenuhi unsur delik yang telah diuraikan diatas Pasal 363 Ayat (1) ke-4 
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka telah terbukti bahwa perbuatan para 
terdakwa benar telah melakukan pencurian dengan memberatkan dan 
karenanya penjatuhan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa 
I.KASTORI Alias TORI Bin WARSO dan Terdakwa II.WAHYU 
WARDIYANTO Alias GENDUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan 6 (enam) bulan dan WAHYU WARDIYANTO Alias GENDUT 
Bin WARDIYOSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 
(sepuluh) bulan dianggap pantas. 
Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
perampasan barang bukti yang benilai ekonomis untuk dimusnahkan seperti 
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra milik Tersangka/Terdakwa dalam 
hal ini dipersidangan telah diajukan oleh Jakas penuntut Umum dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh 
saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah digunakan 
untuk mengangkut hasil barang curian tersebut. 
Setiap putusan pengadilan baik pemindanaan maupun pembebasan 
atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus menegaskan status barang 
bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. 
Putusan pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Perampasan terhadap 
barang barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan 





dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP. Putusan Pengadilan yang menetapkan 
barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak 
pidana kehutanan,penyelundupan dan lain-lain Barang-barang yang 
dirampas tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual/dilelang 
kemudian hasil lelang menjadi milik Negara. 
Penetapan eksekusi barang bukti merupakan masalah yang sangat 
pelik,sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim perlu 
mendalami terkait hubungan barang bukti dengan perbuatan dan status hak 
atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian 
dalam memutuskan status barang bukti tersebut. 
Menurut hemat penulis pertimbangan hakim putusan nomor 
78/Pid.B/2019/PN Tgl sudah benar baik terhadap penjatuhan hukuman 
maupun terhadap status barang bukti berupa I (satu) unit sepeda motor 
Honda supra type NF 100 D nopol : B-3567-T tahun 2003 warna hitam 
nomor rangka : MH1KEVA163K295753, beserta STNK (asli) dan kunci 
kontaknya dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut telah 
digunakan untuk melakukan kejahatan mengangkut hasil barang curian 
mesin diesel merk Kubota warna orange RD 85DI-1T milik GAPOKTAN 
Suka Tani. Putusan tersebut telah sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP 
yang menyatakan bahwa dalam hal putusan pemindanaan atau bebas lepas 
dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti 
yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali 
yang namnya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut 





Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi. 










Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan hukum positif Indonesia tentang perampasan barang bukti yang 
bernilai ekonomis untuk dimusnahkan yakni : 
a. Sudah diatur dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan dalam hal 
putusan pemindanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum, 
pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada 
pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum 
dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang 
barang bukti harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan 
atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 
b. Merupakan salah satu dari hukuman tambahan dan diatur  dalam pasal 10 
huruf b angka 2e KUHP.     Hal tersebut juga dijabarkan dalam pasal 39 
KUHP yang menyatakan   bahwa : 
1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau 
yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
2) Dalam hal pemindanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 





3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 
telah disita.  
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan  barang bukti yang benilai 
ekonomis untuk dimusnahkan milik Terdakwa yang berkaitan dengan 
kejahatan  harus dirampas untuk dimusnahkan dan apabila dikembalikan 
kepada terdakwa, maka akan ditakutkan terdakwa akan menyalahgunakan 
barang bukti tersebut. Kewenangan hakim ini berdasarkan keyakinannya dalam 
memutus dan didukung oleh fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa hakim 
memiliki kewenangan yang secara melekat ada pada dirinya terkait 
putusannya. Hakim dapat mengambil sikap terhadap barang bukti terutama 
kaitannya dengan perampasan dan pemusnahan barang yang dianggap 
berbahaya. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dimusnahkannya Barang 
Bukti Perkara Pencurian Dengan Pemberatan mengambil tindakan terhadap 
nasib barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa telah 
sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP  
 
B. Saran 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut 
1. Penetapan eksekusi barang bukti merupakan masalah yang sangat 
pelik,sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim perlu 





barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam 
memutuskan status barang bukti tersebut. 
2. Perlu dipertegas lagi penjelasan pasal 194 ayat (1) dalam penerapan hukum 
pidana terhadap perampasan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas 
untuk dimusnahkan harus tetap secara efektif dengan pengawasan dari segenap 
aparatur penegak hukum disertai anggota masyarakat dengan berbagai macam 
usaha dan ikut bertanggung jawab.  
3. Diharapkan masyarakat memahami bahwa putusan pengadilan terhadap 
perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan 
pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama 
proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang 
bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan 
masalah dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Termasuk timbulnya 
Kerugian materiil yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan dalam 
kejahatan dan dijadikan barang bukti yang tidak dikembalikan kepada 
Terdakwa bahkan dirampas untuk dimusnahkan seperti pada putusan 
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